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Komisi V DPR RI meminta agar Gubernur Jambi berkoordinasi dengan
sejumlah kementerian terkait, untuk menutup jalan nasional bagi angkutan batubara

sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumber berita:

1. Jambi One, “Walikota dan Sekda Sungai Penuh Disorot”, Rabu, 05 April 2023; dan

2. https://jambiindependent.disway.id/read/659836/rumah-dinas-walikota-dan-sekda-
sungai-penuh-disorot-praktisi-hukum-pelanggaran-terhadap-uu,  “Rumah  Dinas
Walikota Dan Sekda Sungai Penuh Disorot, Praktisi Hukum : Pelanggaran Terhadap
UuU”, Kamis, 2 Maret 2023.

Catatan:

Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil
Gubernur Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekertaris Daerah
Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu,
Rumah jabatan juga dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.®

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah
rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeiliharaan.? Yang dimaksud
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Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
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dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon,
dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.’
Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan
dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.*
Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah
Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Yang dimaksud dengan tanpa suatu
kewajiban Pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah tidak menanggung segala
ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban
anggaran pemerintah daerah. Serah terima dimaksud selamat-lambatnya dilaksanakan 1
(satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.®

Rumah dinas meliputi:

a. rumah jabatan;
b. rumah instansi/rumah dinas; dan

c. rumah pegawai.®

Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur,
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi,
Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Rumah
jabatan juga dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.’

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat
BPK Perwakilan Provinsi Jambi
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